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PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada
bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum penambang pasir sungai di
Kelurahan Lambung Bukit Kota Padang termasuk dalam penambangan ilegal
karena tidak adanya izin dalam penambangan tersebut. Hal ini disebabkan
oleh beberapa faktor, seperti faktor hukum itu sendiri, faktor penegakan
hukum dan faktor budaya yang sudah berlangsung lama juga turut
mempengaruhi keputusan masyarakat untuk tetap menjalankan praktik ini
tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan dan dampak terhadap lingkungan
sekitar, namun sebagian besar dari mereka merasa tidak memiliki pilihan lain
untuk menghidupi keluarga mereka.

2. Kesadaran hukum penambang pasir sungai di Kelurahan Lambung Bukit Kota
Padang masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya
berbagai indikator yang membentuk kesadaran hukum tersebut. Aktivitas
penambangan pasir sungai tersebut didorong oleh kebutuhan ekonomi, yang
menyebabkan masyarakat kurang memperhatikan aspek hukum dan lebih
memilih melakukan penambangan ilegal demi mendapatkan penghasilan.
Kurangnya pemahaman tentang hukum menjadi faktor utama mengapa

banyak penambang terus melakukan penambangan ilegal.

5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan sebagai
berikut:

1. Bagi penambang pasir sungai
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Berdasarkan hasil penelitian, para penambang pasir yang beroperasi di
sungai sebaiknya mengikuti prosedur penambangan yang benar dengan
terlebih dahulu mengurus izin pertambangan sebelum memulai aktivitas. Hal
ini bertujuan agar di masa depan tidak terjadi pelanggaran hukum.
2. Bagi pemerintah desa

Sebagai pemerintah desa, seharusnya memberikan penyuluhan atau
sosialisasi mengenai cara penambangan yang benar dan sesuai peraturan,
serta menyediakan alternatif pekerjaan yang sah dan sesuai dengan hukum

yang berlaku.
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